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ABSTRAK

Sumber penerimaan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan
penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan
negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan
nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak digunakan pemerintah untuk
membiayal pengeluaran rutin pemerintah. Pajak dalam negeri, terdiri atas: Pajak
Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Cukai, Pajak Lainnya, Pajak perdagangan internasional (Bea masuk Dan
Pajak/pungutan ekspor). Penelitian ini mengkaji peran Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam setiap akta
yang dibuat oleh PPAT terutang pajak yaitu pajak penghasilan dan BPHTB, peran
PPAT sangat membantu dalam administrasi perpajakan. Permasalahan penelitian ini
mongmdb.qdmmpohknnnnPPATdnhmmmbmmmmmndp.tpajckm
muddonqupomndnq-mdnqunqubemkn.mmbnhukumﬁhm
maupmnporubmm"ATbMoxPohymhjnkdnqmm
seharusnya dan bagaimana besaran pengenaan terif pajak terkait akta PPAT. Jenis
pouhdmbuimnomnﬂbomndnhnpcdnoodhcdﬂm.toodbmjlbm.dm
Mpwmmummwmmm.uﬂmmm»m
hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan
pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa
PPAT mempunyal peran yang besar dalam membantu administrasi perpajakan,
spabila ada perbedasn data maka kepada wajib pajak dan PPAT dapat dikenakan
sanksi dan besaran pengenaan tarif pajak pada akta PPAT sudah diatur oleh Undang-
Undang dan telah sesuai dalam praktek di lapangan.

Kata Kunci: Peran PPAT, Penerimaan Negara, Tarif Pajak.
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ABSTRACT

State revenue sources are all domestic and other revenues used lo finance state
spending. State income is very influential in the successful development of the nation.
State revenue from the tax is used to finance routine government expenditures.
Domestic taxes are divided into (1) Income Tax, i.e., oil and gas and non-oil and gas,
(2) Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (LBT), Land and Building Titles
Acquisition Fee (BPHTB), Excise, International trade tax (Import duties and
taxes/export levies) and Other Taxes. This study examines the role of Land Deed
Officials (PPAT) in optimizing state revenue from the tax. Deeds by PPAT are tax
payable in income tax and BPHTB and PPAT can be very helpful in tax administration.
This study discusses (1) the implementation of the PPAT in assisting tax administration
in accordance with applicable laws, (2) the legal consequences if there are
differences in the data in the PPAT's monthly report to the Tax Service Office and in
the factual figures, and (3) the amount of the tax rate from the PPAT deed. It is a
normative study based on justice, obligations, and taxation theories. The legal
materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials. This
legal research uses historical and statutory approaches. The results show that the
PPAT has a major role in assisting tax administration. Furthermore, if there are
differences in data then the taxpayer and the PPAT may be subject to sanctions.
Moreover, the amount of imposition of tax rates on the PPAT deed has been regulated
by law and is in accordance with the practice in the field.

Keywords: Role of PPAT, State Revenue, Tax Rates.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara untuk
meningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pajak juga
merupakan wujud peran serta rakyat dalam membiayai berbagai
pengeluaran negara. Kewenangan pemungutan paj.ak diberikan
kepada- pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Pemungutan pajak dilaksanakan berkaitan dengan- keadaan-
keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan
hukum perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian,
penyerahan, pemindahan hak karena pewarisan, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang
selanjutnya disebut UU KUP, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan
pajak adalah:!

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

! Lembaga Manajemen and Kolektif Nasional, “UU Ketentuan Perpajakan,” Jurnal Hukum Dan
HAM National Collective Managemen Institute 1, no. 2 (2022): 93-104.

1




Dengan pengertian lain pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara bagi pelaksanaan dan peningkatan
pembangunan untuk kesejahteraan rakyat? Peran pajak dalam
pengelolaan keuangan negara sangat besar dan penﬁng, khususnya
untuk pemenuhan pembiayaan suatu program atau kegiatan
pemerintah dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan juga dalam melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan.?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021 (disingkat APBN 2021) adalah rencana keuangan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang disetujui c;leh Dewan Pérwakilan
Rakyat untuk tahun 2021. Peran penerimaan negara dari sektor pajak
dalam APBN 2021 adalah sebesar Rp.1,546,81 triliun atau 77,20%
dari APBN sebesar Rp. 2.003,06 triliun. Selanjutnya pada tahun 2020
peran pajak sebesar Rp. 1.198,8 triliun atau 73,38% dari APBN
sebesar Rp. 1.633,6 triliun.?

Dalam pemungutan pajak saat ini d.igunakan sistem perpajakan
self assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh.

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung,

2 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, ed. Ema Sri Suharsi, 11th ed. (Yakarta: Salemba Empat,
2019).

} Dito Aditia Darma Nasution, “Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara,” Jurnal Profita 12, no. 3
(2019): 445, hitps://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.007.

4 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Realisasi #APBN 2021 Percepatan Pemulihan
Ekonomi Dan Penguatan Refermasi,” 2021, n.d.




membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri seharusnya
mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak di
Indonesia masih mendapat perhatian penting dari pemerintah
karena masih terdapat wajib pajak yang belum mau membayar pajak
meskipun mereka mengetahui bahwa pajak penting bagi
penerimaan negara.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua
kewajiban perpajakan dan hak perpajakan, wajib pajak dikatakan
patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan
semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarmya
pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.5 Fis‘k-us, dalam hél ini
Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan
pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam
rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut, sehingga wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tetap berada Iiada
ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT sebagai
Wajib Pajak yang pada umumnya harus melaksanakan seluruh
kewajiban perpajakan yang dikenakan kepadanya dan secara

khusus mengemban tugas dalam membantu pelaksanaan

3 Nita Andriyani Budiman, “Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus,” Jurnal Profita 11, no.
2 (2018): 218, https://doi.org/10.2244 1/profita.2018.v11.02.005.




administrasi perpajakan yang berkaitan langsung dengan objek
pajak dalam ruang lingkup pekerjaannya selaku PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.8

PPAT mempunyai kewajiban yan;_:; diberikan oleh Undang-
Undang antara lain penyuluhan hukum? dibidang perpajakan,
dimana setiap akta yang dibuat apabila menimbulkan hutang pajak
dan pengawasan terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTP). Pekerjaan PPAT berhl{bunga.m erat
dengan perpajakan, hal ini disebabkan karena kedudukan PPAT
sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan
pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa
jabatan PPAT merupakan jabatan kepercayaan.® Jabatan ini
mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai PPAT bertanggung
jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-
baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, mariabat serta

keluhuran jabatannya.?

§ Sekretariat Negara R1, Peratauran Pemerintah Nomor 37 Tahun I 998, vol. 43 (Jakarta, 1998).
7 Kementerian Sekretariat Negara, Undeang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Dari

- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan PPAT (Jakarta, 2014).

# Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, “Pertanggungjawaban PPAT/PPAT Sebagai Intelectual Dader

Dibidang Perpajakandalam Melaksanakan Tugas Jabatan,” Jurnal Education and
Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9, no. 4 (2021): 148-52.

® Edwar Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali, “Kedudukan PPAT Sebagai Pejabat Umum

Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law,” Jurnal Magister Hukum Udayana
(Udayana Master Law Journal) 8, no. 2 (2019): 207,
https://doi.org/10.24843/jmhn.2019.v08.i02.p05.




Atas kebijakan Negara menyangkut pengenaan pajak
tethadap PPAT, terdapat ketentuan mengenai penelitian atau
pemeriksaan pajak terthadap Wajib Pajak terkait kesesuaian ruang
lingkup, kriteria dan jenis pemnelitian atau pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal
ini terdapat pengaturan yang memuat syarat-syarat bagi Wajib
Pajak meilgenai pembayaran pajak, pengembalian kelebihan
pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan
vang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan,!® Peme_-riksaén
yang dilakukan Petugas Pajak di kantor PPAT adalah sebagai
Pengusaha yang tergolong dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP)
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang menyatakan
bahwa PPAT adalah salah satu Pengusaha Kena Pajak atas setiap

jasayang diberikannya kepada masyarakat.!!

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa

tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan

** Kementerian Keschatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK. 03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, vol. Nomor 65, 2013.
! Pemerintah RI, Undanag-Undang RI Nomor 42 Tahun 2009, Journal of Real Estate Finance
and Economics, vol. 23, 2009




pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itn.12

Dengan melihat pentingnya peran tersebut, maka PPAT perlu
didorong untuk-memenuhi kewajibannya, baik dalam memastikan
dipenuhinya kewajiban penyetoran BPHTB dan PPh Final dari
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atan bangunan serta
perjanjian pengikatan jual beli atas tamah dan/atau bangunan
sebelum akta autentik ditandatangani maupun kewajiban
menyampaikan laporan bulanan secara tertib dengan melakukan
koordinasi, sosialisasi, dan law enforcement.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menyusun
tesis dengan judul “PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR

PERPAJAKAN”

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

12 M Zulfikar et al., “Penyelesaian Masalah Sanksi Praktik Pembantuan Pembayaran BPHTB Oleh
PPAT Kepada Wajib Pajak™ 5, no. 28 (2021): 49-62.




1. Bagaimana pelaksanaan PPAT dalam membantu administrasi
perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku?

2. Bagaimana akibat hukum jika ada perbedaan data pada laporan
Bulanan PPAT ke Kantor Pelayanan Pajak dengan nilai transaksi
yang seharusnya ?

3. Bagaimana besaran pengenaan tarif pajak terkait Akta PPAT ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ]
pada tesis ini.}?
1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PPAT dalam
membantu administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Untuk mengetahuni bagaimana akibat hukum jika ada
perbedaan data pada laporan bulanan PPAT ke Kantor

- Pelayanan Pajak dengan nilai transaksi yang seharusnya.
¢. Untuk mengetahui bagaimana besaran pengenaan tarif pajak

terkait Alrta PPAT,

13 IrWansyah, Fenelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, ed. Ahsan Yunus,
cetakan 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).




2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada :

a. Wajib Pajak
Memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban 1-)'erpaj akan saat Wajib Pajak membuat akta PPAT.

b. PPAT
Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan
perkembangan ilmu hukum, k_hususnya_ dalam ilmu perpajakan
mengenai kewajiban perpajakan bagi PPAT.

c. Kantor Pajak

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan

penerapan perpajakan dalam akta-akta PPAT.

D .Keranéka Teori
Kerangka teori merupakan suatn gambaran atau rencana yang
berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai
bahan penelitian.!* Bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari
permasalahan peran pejabat pembuat akta tanah dalam optimalisasi
_ penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka perlu dilakukan

analisa dan pengkajian. Dalam melakukan analisa dan pengkajian

" dkk, Marinda S Sofiyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, 1st ed. (Jakarta: Get Press, 2022).




dari permasalahan yang ada dan untuk mendapatkan penjelasan
yang lebih. baik, lebih  jelas tentang norma hukum maka
diperlukannya suatu teori hukum.18

Teori hukum ini memiliki manfaat secara teoritis dan secara
Praktis!'® sebagai ala_t untuk menganalisa dan mengkaji penelitian,
untuk menganalisa dan mengkaji fenomena-fenomena yang
berkembang dalam masyarakat.- Dalam Penulisan digunakan Grand
Theory, Middle Theory dan Applied Theory sebagaimana
diterangkén dibawah inj :
1. Grand Theory

Teori yang digunakan sebagai Grand Theory adalah teori
Keadilan, dimana teori ini akan memberikan gambaran peran
PPAT dalam mengoptimalisasikan penerimaan negara dari
sektor perpajakan.

Toeri keadilan menurut Aristoteles menekankan pada
persamaan hak sebagai konsep keadilan. Dalam menjelaskan
konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi
beberapa hal, yaitu: 17

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap

'* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Y ogyakarta: Maha Karya Pustaka,
2019).
'6 H.Salim HS, Perkembangan Teori Dalam limu Hutkum, ed. Rajawali Pers, 2010th ed. (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010).
17 Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian
Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” Undang: Jurnal
Hukum 2, no. 2 (2020): 409~31, hitps://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-43 1.
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pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara
proporsional.

2. Keadilan komutatif Penentuan hak di antara berbagai pihak,
baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini
menyangkut pada _hak milik seseorang, baik yang dari
sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara
sah.

Sedangkan pengertian keadilan menurut John Rawls.
Keadilan sebagai fairness dimungkinkan terjadi bila setiap pihak
memiliki pc_:sis;i yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai
dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau
memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset,
juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan
alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. 18

Terdapat konsekuensi dalamm penerapan prinsip Rawls
tersebut. Pertama, hal-hak dan kebebasan vang diacu oleh
prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang
didefinisikan oleh aturan dalam stuktur dasar tersebut. Kebebasan
individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh

institusi sosial utama (major institusions of society).

13 Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih,” Sundermann: Jurnal Ilmiah
Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Den Kebudayaan 13, no. 1 (2020): 39-47,
https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31.
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Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan
tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar,
diterapakan pada semua individu secara sama. Satu-satunya
alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah karena
adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut.

Kedua, ketika berbica.ra mengenai individu maka individu
yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang
berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh
struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan
berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari
status sosialnya.!® Dengan demikian dapat disimpuikan bahwa
makna keadilan menurt John Rawls adalah keadilan merupakan
kesetaraan dalam ketidaksetaraan artinya terhadap individu
tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan
mendapatkan keuntungan (benefif) yang lebih dari pada mereka
yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti
ketidaksetaraan dalam kesempatan (opportunity) karena akses
terhadap posisi atau jabatan otoritas texsebut terbuka bagi semua.

2. Micidle Theory
Sebagai middle theory digunakan teori kewajiban. Setiap

warga negara memiliki hak dan kewajiban. Menurut Kamus

1% Vidya Prahassacitta, “Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls,” Oktober, 2018, Binus
University Business Law.
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Lengkap Bahasa Indomnesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang
diwajibkan diamalkan, dilakukan, keharusan, tugas kewajiban ,
tugas, pekerjaan, perintah yang harus dilakukan,20

Menurut Sulkamto Notonagoro, kewajiban adalah sesuatu hal
yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh
rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut
secara paksa oleh pihak yang berkepentingaﬁ.“

- Selanjutnya John Salmond mengatakan bahwa kewajiban
adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika
tidak melakukan suat_u hal tersebut, maka akan memperoleh
sanksi.?2

Menurut Fredrick Pollock, bahwa kewajiban sama dengan
sebuah tugas dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah
sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara
hukum.

Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban atau keharusan
yang di mana setiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang
ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa
konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang

spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam

20 KH. Safuan Alfandi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Solo: Sendang Iy, 2005).

2! Yoseph Umarhadi, Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonegoro Dan Drijarka :
Akualisasinya Bagi Demokrasi Indonesia, ed. Rosa de Lima Yogyakarta: PT Kanisius

2 Restu, Pengertian Kewgjiban: Jenis, Dan Contohnya (Jakarta: https://www.gramedia.com/
literasi/pengertian-kewajiban/, 2021),
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hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan
atau dilarang. |

Dalam  imu hukum pengertian kewajiban yang
sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada
subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar
pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “hak itu memberi
kenikmatan dan keleluasaan kepada individu  dalam
melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan
dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam
'hubungan hukum itu, yaitu hak”, 2¢

Selanjutnya, hak dan kewajiban bukanlah merupakan
kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan
perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak
yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak
maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan
kewenangan kepada seseorang oleh hukum.2%

Unsur kewajiban terdapat dalam hukum yang harus

dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum itu
sendiri. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, negara menjamin

hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan

B Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sckretariat Jenderal
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2606).

** Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar.

23 Saljipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,”
2019, 60.




14

penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar
suatu sisterm keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat
berjalan dengan baik dan tertib.26

Teoxri Kewajiban dalam Applied Theory ini akan
menjelaskan kewajiban yang akan dihadapi oleh PPAT yang
berperan dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor
perpajakan. |

3. Applied Theory

Untuk applied theory digunakan teori perpajakan,
dimana PPAT sebagai Wajib Pajak perlu menyadari akan sesuatu
yang sedang atau akan dilakukannya terhadap kepentingan
perpajakan yang berpengaruh terhadap dirinya dan negara.
Kesadaran PPAT untuk mengetahui, memahami, dan mengerti
tentang perpajakan dari perhitungan, pembayaran dan
pelaporan pajak dapat berdampak langsung pada penerimaan
negara dari sektor perpajakan,

Sistem pemungutan pajak harus memenuhi beberapa
persyaratan yaitu:2?
1. Pemungutan pajalk -harus adil.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.

% Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory, Cetakan ke (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2014).
% Rachmatullah Oky, “Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di
Indonesia,” Jurnal limiah Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia 1
{2021), hitps://doi.org/2252-5661.
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3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

4, Pemungutan pajak harus efisien.

5. Sistern pemungutan pajak harus sederhana.

Teori asas pemungutan pajak yang baik menurut Adam

Smith adalah:2®

1. Asas equalily, pemungutan pajak yang dilakuican oleh negara

| harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib péj ak.
Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib
pajak.

2. Asas certainly, semua pungutan pajak harus berdasarkan UTU,
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi
hukum.

3. Asas convinience of payment, pajak harus dipungut pada saat
yang tepat bagi waijib pajak (saat yang paling baik), misalnya
disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat
wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat
mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih

besar dari hasil pemungutan pajak itn sendiri.

%8 Muhammad Idris, “Asas Pemungutan Pajak Yang Berlaku Di Indonesia,” Kompas. Com, n.d.,
https://money.kompas.com/read/2021/06/12/175505326/asas-pemungutan-pajak-yang-
berlaku-di-indonesia.
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E. Definisi Operasional

Definisi operasional akan merumuskan definisi-definisi
textentn agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan
mempermudah atas pengertian suatu kata tertentu. Definisi
operasional merupakan kerangka yang menghubungl;an antara
konsep-konsep yang akan diteliti, sehingga terbentuk suatu wawasan
untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalami penelitian atan
penulisan yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-
undangan tertentu, di bawah ini dikemukakan penjelasan yang
digunakan sebagai- definisi operasional adalah:?® |
1. PPAT

Merujuk PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang rPeruba.han Atas

PP Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan PPAT,
disebutkan bahwa :

“PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang dalam

pembuatan akia-akfa otentik terkait perbuatan hukum fertentu,
seperti hak atas tanah ataupun Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

2. Pajak

Undang—Uhdang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpéj akan (KUP), pajak a.dalah kontribusi
wajib kepada ﬁégara yang terutam;:; cleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

* Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1 {Mataram: Mataram University Press, 2020).
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.3®
3. NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor ?anda
wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan
kewajiban perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6,3
4. Wajib Pajak
"Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak pribadi adalah
setiap orang yang sudah memiliki penghasilan.
8. Pajak Penghasilan
Definisi Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang
dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar
hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

* Pemerintah Indonesia, UU RI No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Jakarta, 2007).
*! Pemerintah RI, Undanag-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009.
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dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.??
6. Jasa Kena Pajak
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPN, jasa adalah setiap
kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hvukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,
kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Definisi jasa dalam
- pasal tersebut juga mencakup jasa yang dilakukan . untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk dari pemesan.®?
7. Optimalisasi
Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang
berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan
paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses,
cara, perbuatan mengoptimalkan. (menjadikan paling baik, paling
tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu
tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu
(sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi

lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.34

32 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Jakarta: Pemerintah
R1, 2008).
** Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Jakarta: Pemerintah
RI, 2009).
¥ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 5th ed, (Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
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8. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak
yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak

ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian
Penelitian hukum sebagal proses mengidentifikasi dan
mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung hukum
pengambilan keputusan, dalam arti luas penelitian hukum termasuk
setiap langkah dari suatu tindakan yang diawali dengan analisis
terhaaap fakta-fakta, masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan
komunikasi hasil penelitian tersebut.3®
1. Tipe Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah
~ penelitian normatif. Penelitian normatif ialah menganalisa suatu
keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-
bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum,
hulum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. ¢
2. Pendekatan Penelitian .
a) Pendek;tan Sejarah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan

33 Irwansyah, Penelition Hukum, Pilihan Melode & Praktik Penulisan Artikel.
38 Tinjauan Normatif et al., “Hitps://Uit.e-Journal.[d/JPetitum” 10, no. April (2022): 1-11.
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menelaah latar belakang atau sejarah hukum dalam
mempelajan perkembangan pengaturan hukum mengenai
PPAT di Indonesia.
Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-
undangan yang menelaah semua Undang-Undang dan
regulasi yang bersangkutan dengan pajak serta berkaitan
dengan jabatan PPAT.
Pendekatan Perbandingan

Penelitian ini melakukan pendekatan perbandingan
dengan negara lain. Membandingkan sistem hukum yang
mengatur tentang pajak. Penulis mengambil perbandingan
dengan negara Malaysia karena angka kepatuhan tax ratio
mendekati dengan angka kepatuhan tax ratio Indonesia,
sedangkan negara Swedia karena negara yang dikenal

sebagai negara dengan pajak tertinggi di dunia.

3. Bahan Hultum Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

ca.

Bahan Hukum Primer yaitu aturan tertulis berlaku sebagai
Undang-Undang yang ditetapkan oleh parlemen yang

meliputi:¥?

¥ Komelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap
Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” Refleksi Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 145-60,
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1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2000;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Sebagaimana telah Diubah Dengan
Undang-undang Nomor 42 tahun 2009;

4) Undaﬁg—Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1994;

8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah.

1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tent;ng Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas

Tanah dan/Bangunan;

hitps://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2 p145-160.
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8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013
Tentang Tata Cara Pemeriksaan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah;

10)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998;

11)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah;

IZ)Pefatu.ran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37
Tahun 1998;

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang membeﬁkan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya
ilmiah dari kalangan hukum dan bahan-bahan yang diperoleh
dari internet.® (

. Bahan Hukum Tersier -

Bahan hukum di lnar bahan hukum primer dan sekun-der

seperti kamus, ensiklopedia, atau majalah yang berkaitan

% Dewa Gede Sudika Mangku and I Ketut Radiasta, “Tanggung Jawab Negara Terhadap

Penembakan Pesawat MH17 Berdasarkan Hukum Internasional,” Pandecta:
Research Law Journal 14, no. 1 (2019): 25-33,
https://doi.org/10.152%4/pandecta.v14i1.18987.
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dengan peran PPAT dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian
kepustakaan, suatu metode penelitian yang datanya diperoleh
melalui penelitian data sekunder atau data kepustakaan yang
bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku—buku,
dokumen resmi dan publikasi penelitian.®®
Alat pengumpulan data vyang digunakan: Bahan
Kepustakaan. Bahan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan
perundang—undangan, buku hukum, Xkamus hﬁkum, tesis,
disertasi, jurnal, artikél, internet dan refrensi yang berkaitan
dengan Peran PPAT Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Dari
Sektor Perpajakan.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian
Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi bahan
hukum seperti asas-asas perundangan dan hirarki perundang-
undangaﬁ dan menyusun beberapa penya’;aan secara sistematis
dan mengintegrasikan dengan tujuan dapat memperoleh
pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

3 Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi
Menurut Burgelijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,”
Jurnal Penelitian Imu Hukum 1, no. 7 (2021): 1-10, https://journal actual-
insight.com/index.php/nomos/article/view/350.
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Pengolahan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan
kualitatif yaitu menguraikan bahan-bahan hukum dalam
penelitianini. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran
hukum berupa penafsiran otentik (resmi) dari pembentukan
undang-undang dan penafsiran sistematis dengan cara
mengaitkan isi norma pengaturan hukum yang satu dengan yang
lain.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik  penarikan  kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan metode berfikir deduktif. Penalaran hukum secara
deduktif, dilakukan dengaﬁ menempatkan nilai-nilai, asas-asas
dan norma-norma hukum positif khusunya dalam perundang-

undangan yang berlaku.
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